
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.387, 2012 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. 
Pengawas. Dana Kampanye. Pemilu. Kepala 
Daerah. Wakil Kepala Daerah.  

 
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 4 TAHUN 2012 
TENTANG 

PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara 
pemilihan umum yang berintegritas dan 
berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan 
umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, adil, dan demokratis, perlu 
dilaksanakan pengawasan dalam tahapan dana 
kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya 
tahapan kampanye secara demokratis, berkualitas, 
tepat prosedur dan mewujudkan integritas 
penyelenggaran pemilihan umum sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, maka dipandang 
perlu adanya pengawasan dana kampanye terhadap 
proses tersebut;  

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, 
dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu sesuai 
ketentuan Pasal  73, Pasal 74, dan Pasal  120 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pengawasan 
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Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum; 

d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 15 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum, dalam hal pemilihan gubernur, 
bupati, dan walikota yang akan berlangsung sebelum 
terbentuknya Bawaslu berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum, pembentukan pengawas untuk 
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebelum Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011  diundangkan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
d, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas 
Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana 
Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah; 

Mengingat  :     1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);                      

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 22, dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah 
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diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);  

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 
2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan 
Umum;  

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 
2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan 
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis 
Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06  Tahun 
2010 tentang  Pedoman  Penyusunan Laporan  
Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum  Nomor  18  Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas  Peraturan  Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Laporan Penerimaan dan  
Penggunaan Dana Kampanye  Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;  

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07  Tahun 
2010 tentang Pedoman Audit Laporan Penerimaan 
dan Penggunaan Dana Kampanye  Pasangan Calon 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam  
Pemilihan Umum Kepala Daerah  dan Wakil Kepala 
Daerah;  

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 
23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.387 4

4 Tahun 2012 tentang Pengawasan Kampanye 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah; 

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 
1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN 
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:  
1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disingkat 
Pemilu Kada adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga 
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang 
bertugas melaksanakan Pemilu. 

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi 
adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di 
provinsi. 

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU 
Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas 
melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.  
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6. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah 
lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi 
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

7. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu 
Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan 
Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh 
Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah 
provinsi dan  kabupaten/kota. 

8. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu 
Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu 
Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 
wilayah kecamatan atau nama lain. 

9. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh 
Panwaslu  Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 
Pemilu di desa atau nama lain/ kelurahan. 

10. Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu 
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu 
Lapangan. 

11. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya 
disingkat Pasangan Calon  adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah 
memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota.  

12. Kampanye Pemilu Kada yang selanjutnya disingkat kampanye adalah 
kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan 
visi, misi, dan program Pasangan Calon.  

13. Tim pelaksana Kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh 
bakal Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan 
partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal Pasangan Calon 
perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU 
Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau bersamaan dengan 
pendaftaran bakal Pasangan Calon yang bertugas dan berwenang 
membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas 
pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. 

14. Pengawasan Dana Kampanye Pemilu Kada adalah kegiatan 
mengamati, mengkaji, memeriksa, dan meneliti proses penerimaan, 
penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilu Kada 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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